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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik dari daerah yang
bersifat otonom maupun daerah yang bersifat administratif. Daerah yang bersifat otonom
diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kehendak
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah otonomi ini dapat
diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih
besar untuk mengatur penegakan hukum dan ketertiban. Sedangkan daerah yang bersifat
administratif merupakan daerah dengan batasan yang ditentukan berdasarkan kepentingan
administrasi pemerintah atau politik. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, serta para Menteri
Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan kepemerintahan oleh pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggara
Pemerintahan Daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya.

Pemerintah kabupaten atau kota, tidak hanya berperan pada pembinaan dan pengawasan



penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga memiliki
kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan kewenangan mengalokasikan Alokasi Dana
Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota setiap tahun
anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain itu,
pemerintah juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah
10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota. Hal tersebut
telah dijelaskan dalam peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintahan yang secara langsung
berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah.
Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Desa merupakan perwakilan dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan
tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa menjadi pintu
gerbang terdepan dalam wilayah Indonesia sehingga desa tidak hanya penting namun juga
strategis dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan
pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi kewajiban
bagi masyarakat Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam
rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan

masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan



mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yudianto dan Ekasari, 2017). Syarat
pembentukan desa dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 8 Tahun 2014 ialah batas
usia desa induk paling sedikit 5 tahun, wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah,
sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, memiliki potensi
sumber daya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada hakikatnya tujuan dana desa yaitu
meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian
desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa , serta memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan. Adanya penerapan serta pendapatan dana desa yang besar,
maka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan akan mencapai titik yang optimal dan
setara.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang



dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk
mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber
pendapatan desa.

Peraturan Bupati Pati Nomor 3 tahun 2016 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa
tata kelola keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan keadilan, nilai-nilai budaya dan
agama. Pengalokasian dana desa yang diterima di Kabupaten Pati memiliki rasio yang lebih
tinggi di banding dengan daerah sekitarnya. Setidaknya hampir seluruh desa yang sudah 100%
mencairkan dana desa untuk pembangunan desanya sebesar 20% dari total yang diterimanya, dan
dana desa yang dicairkannya itu seluruhnya sudah berada di rekening kas desa masing-masing
(pasfm.pati, 2017). Besarnya dana yang dikelola pemerintah desa melalui prinsip akuntabilitas
menjadi sangat penting untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki suatu organisasi sebagai alat
kontrol kinerja sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2002).
Akuntabilitas diperlukan sebagai gambaran terlaksananya penyelenggaraan pemerintah desa
dengan harapan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat lebih terakomodasi
dengan lebih baik. Kesempatan penggunaan dana desa yang lebih besar adalah untuk perbaikan
dan pemerataan bagi pemerintahan itu sendiri serta diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat desa tersebut. Sehingga permasalahan seperti
kesenjangan antar desa, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat di minimalisir dari

sekarang. Pemerintah selaku pengelola dana publik dapat memenuhi akuntabilitas dengan



memperhatikan beberapa hal antara lain: kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit
kinerja (Judarmita dan Supadmi, 2017), sistem pengendalian internal (Yudianto dan Ekasari,
2016) serta peran perangkat desa (Indrianasari, 2017).

Faktor yang pertama vyaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran
berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparatur desa akan
memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat didalam
pemerintahan desa. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang
dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab
terhadap pencapaiannya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran
yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik.

Faktor yang kedua mengenai sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik dinilai dapat
mengendalikan kinerja aparat dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi
keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi
dan sosial secara transparan dan akuntabel. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan
transparansi dalam sebuah pemerintahan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedua aspek
tersebut yaitu kompetensi aparat desa, adanya internal controlling, dan implementasi Good
Government Governance.

Faktor ketiga berkenaan dengan audit kinerja. Audit Kinerja menitikberatkan pemeriksaan
pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas
atau fungsi yang diaudit. Dimana audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas yang merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan dari segi tujuan dan

prosedur dalam pelaksaannya. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam



memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Adapun faktor keempat
yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam pemerintah yang
disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal
pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa
tersebut (Widyatma dkk, 2017).

Faktor yang kelima adalah peran perangkat desa. Peranan perangkat desa dalam proses
pembangunan desa yaitu dalam proses perencanaan, pencapaian tujuan, pengambilan keputusan
serta evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
yang dilakukan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan
pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran
sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kepala
desa dan perangkat desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh
pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui
peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankannya. Sedangkan
masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran kepala desa dan
perangkat desa dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan
tersebut.

Alokasi dana yang diberikan ke masing-masing desa sangat besar yakni dihitung
berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat
kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah desa guna
memperbaiki kesejahteraan warga di desa masing-masing. Informasi dan data yang diperoleh
dari Dispermades Kabupaten Pati menyebutkan bahwa Kabupaten Pati memperoleh alokasi dana

desa tahun 2017 sebesar Rp 317,4 Miliar. Pemerintah Desa pada kenyataannya masih belum bisa



mengalokasikan dana desa dengan baik, sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal korupsi
dan transparansi.

Di Desa Regaloh Kecamatan Tlogowungu misalnya, berdasarkan laporan yang diterima,
total nilai dana dari berbagai anggaran proyek pembangunan fisik, yang diduga terjadi
penyelewengan mencapai Rp 608 juta lebih. Dari sejumlah itu, diperkirakan kerugian negara
yang ada mencapai 50 persen, atau sekitar Rp 304 juta. Modus penyelewengan yang dilakukan
adalah dengan mengurangi kualitas sejumlah proyek fisik yang dikerjakan. Di samping itu,
oknum kepala desa di Desa Regaloh, diduga memonopoli kewenangan dalam mekanisme
pencairan dan penggunaan dana desa dan alokasi dana lainnya. Selain di Desa Regaloh, di Desa
Jatinom Kecamatan Kayen misalnya tidak adanya transparansi terkait dana desa. Para oknum
telah melakukan mark up harga dan jumlah barang, sampai belanja fiktif serta penggunaan
anggaran untuk pribadi dan golongan.

Namun sama halnya dengan pemerintah lainnya, secara umum pemerintah desa masih
belum bisa mengalokasikan dana desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal
akuntabilitas dan transparansi juga dalam pelaporan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana
Desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan untuk
adanya tingkat resiko yang terjadi baik dari kesalahan yang bersifat administrative maupun
subtantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hokum karena belum memadainya
kompetensi aparatur desa dalam penatausahaan, pelaporan, serta tanggung jawab keuangan desa.

Penelitian ini mengacu pada Judarmita dan Supadmi (2017). Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah pertama objek penelitian Judarmita dan Supadmi (2017)
dilakukan di Kabupaten Badung, sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah dana

desa di Kabupaten Pati. Perbedaaan kedua ditambahkannya variabel baru yaitu sistem



pengendalian internal dan peran perangkat desa. Penambahan variabel sisem pengendalian
internal karena untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan
suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta mengawasi
pengelolaan keuangan dana desa untuk tetap taat terhadap perundang-undangan desa.
Penambahan variabel lainnya yaitu berupa peran perangkat desa, karena peran perangkat desa
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan dianggap dapat
meningkatkan kinerja pemerintah secara lebih akuntabel. Dengan adanya peran perangkat desa
dalam mengelola dana desa diharapkan akan semakin bertanggung jawab. Berdasarkan hal-hal
tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “PENGARUH
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, AUDIT KINERJA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERAN PERANGKAT DESA

TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”

1.2 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :
1. Objek penelitian adalah seluruh perangkat desa se-Kabupaten Pati.
2. Variable yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
a. Variabel dependent yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.
b. Dengan variabel independent yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan,

audit Kinerja, sistem pengendalian internal dan peran perangkat desa



1.3 Perumusan Masalah
Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi
kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kejelasan sasaran anggaran
merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran
anggaran tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa?
5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana
desa?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.



4.

5.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak instansi pemerintah
untuk menunjang kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengaruh audit Kinerja,
sistem pengendalian internal, serta peran perangkat desa dalam mengelola dana desa
sehingga dapat akuntabel.

Dapat memberikan masukan terhadap pihak masyarakat untuk menilai bahwa
pengelolaan alokasi dana desa telah akuntabel atau sebaliknya.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan dan referensi untuk
mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam

mengelola dana desa.



